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This study aims to examine the effect of tax auditor competence,
communication skills, and time pressure on the quality of tax audit
outcome. The research method used is quantitative by collecting data
using a survey method by distributing questionnaires to 130 tax auditors
at the Tax Service Office at the Regional Office of the Directorate General
of Taxes, East Java I. The analytical tools used in this research is multiple
linear regression and data analysis in this study uses the Statistical

Package for the Social Sciences (SPSS) version 25" The results showed
that tax auditors' competence and communication skills partially had a
positive effect on the quality of tax audit outcome, while time pressure
had no effect on the quality of tax audit outcome. Simultaneously, the tax
auditor's competence, communication skills, and time pressure have an
effect on the quality of the tax auditor outcome.
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PENDAHULUAN

Pendapatan Negara Indonesia diperoleh dari berbagai sumber. Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan
negara yang paling besar. Penerimaan Negara pada tahun 2019 dari sektor perpajakan sebesar
Rp1.786,4 triliun dengan persentase sebesar 83% dari total pendapatan negara senilai
Rp2.165,1 triliun (Kemenkeu, 2019). Tingginya penerimaan pajak tersebut menunjukkan
bahwa semakin aktifnya peran serta warga negara dalam pembangunan di Indonesia melalui
sektor perpajakan.

Self assessment system merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada
wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti menghitung, menyetor,
dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang (Kusuma, dkk., 2018). Dalam pasal 29 ayat 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa untuk menguji apakah wajib pajak telah
melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku,
maka diperlukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan pajak.
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Sistem self assessment memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk
menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya, hal ini menyebabkan adanya perbedaan jumlah
perhitungan pajak yang seharusnya terutang antara fiskus dan Wajib Pajak. Menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib
Pajak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum apabila perhitungan pajak yang
dilakukan oleh pemeriksa pajak dinilai tidak benar menurut Wajib Pajak.

Menurut data menunjukkan bahwa persentase kemenangan putusan pengadilan pajak
secara nasional pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami penurunan dari
50,97% menjadi 40,54% (SISEPA DJP, 2020). Terjadinya penurunan tingkat kemenangan
Direktur Jenderal Pajak (DJP) atas sengketa pajak dari tahun ke tahun menunjukkan belum
optimalnya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam
rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berbagai upaya telah dilakukan
untuk meningkatkan persentase kemenangan Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui
peningkatan kualitas hasil pemeriksaan pajak. Mengingat pemeriksaan pajak merupakan
bentuk penegakan hukum, maka perlu untuk meningkatkan perhatian terhadap kualitas
pemeriksaan pajak yang nantinya diharapkan akan meningkatkan kualitas dari hasil
pemeriksaan tersebut.

Kualitas pemeriksaan adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan
independen dimana dalam pelaksanaannya pemeriksa berpedoman pada standar dan
peraturan yang berlaku dan memungkinkan pemeriksa untuk menemukan pelanggaran atau
kecurangan yang terjadi yang kemudian dituangkan dalam laporan pemeriksaan (Khurun In
dan Asyik, 2019). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar
Pemeriksaan menyatakan bahwa temuan hasil pemeriksaan pajak harus didukung dengan
bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Yang dimaksud dengan bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan dengan tetap
mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi wajib pajak yang
memiliki hubungan istimewa. Sedangkan bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk
mendukung temuan hasil pemeriksaan pajak.

Dalam peningkatan kualitas pemeriksaan, diperlukan faktor yang dapat mendukung
kegiatan tersebut. Kompetensi merupakan salah satu faktor penentu kualitas hasil
pemeriksaan (Susilo, dkk, 2018). Kompetensi dan tekanan waktu berkaitan erat dengan
kualitas pemeriksaan pajak. Kompetensi dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu sudut
pandang auditor secara individu dan tim audit yang dipengaruhi oleh pengetahuan,
keterampilan, dan pengalaman, sedangkan tekanan waktu merupakan kondisi pembatasan
waktu yang diberikan kepada pemeriksa pajak untuk menyelesaikan prosedur pemeriksaan
tersebut (Qi,et al, 2015).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji kualitas hasil pemeriksaan pajak,
diantaranya Cahyono, dkk.(2015), Supriyatin, dkk.(2019), dan Susilo, dkk. (2018). Cahyono,
dkk.(2015) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh kompetensi, independensi,
obyektifitas, kompleksitas tugas, dan integritas auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel kompetensi,
independensi, objektivitas, dan integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil
pemeriksaan. Sedangkan kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil
pemeriksaan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Supriyatin, dkk.(2019) menggunakan
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variabel kompetensi auditor dan kepuasan kerja sebagai variabel independen untuk menguji
pengaruhnya terhadap kualitas pemeriksaan pajak dengan tekanan waktu sebagai variabel
moderasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dan kepuasan kerja
berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Namun, ketika variabel
kompetensi dan kepuasan kerja dimoderasi oleh variabel tekanan waktu, maka kualitas dari
hasil pemeriksaan pajak akan menurun.

Kemudian, Susilo, dkk. (2018) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh
kompetensi dan motivasi pemeriksa pajak terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak, melalui
penerapan nilai-nilai etik Kementerian Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I. Hasil penelitian menemukan kompetensi pemeriksa
pajak tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak dan motivasi pemeriksa
pajak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Untuk hubungan yang tidak
langsung yang dimediasi oleh penerapan nilai-nilai Etik Kementerian Keuangan, variabel
kompetensi dan motivasi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan
pajak. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Etik Kementerian Keuangan
secara langsung juga berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak.

Tujuan penelitian akan mengeksplore faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
kualitas hasil pemeriksaan, yaitu kompetensi, komunikasi, dan tekanan waktu. Berbeda
dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pikirang, dkk. (2017) dan Ismail dkk.
(2020) yang menguji variable tekanan waktu terhadap kualitas pemeriksaan, serta Khurun In
dan Asyik (2019) yang menguiji variable kompetensi terhadap kualitas pemeriksaan, penelitian
ini menggunakan kedua variable tersebut untuk diuji kembali dan menambahkan satu variabel
baru yang masih terbatas diuji pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengukur
kualitas hasil pemeriksaan pajak, yaitu variabel keterampilan komunikasi.

Variabel keterampilan komunikasi ditambahkan karena telah dijelaskan dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pemeriksaan
menjelaskan bahwa pemeriksa pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi baik lisan
maupun tulisan. Komunikasi lisan diperlukan dalam melaksanakan metode dan teknik
pemeriksaan pajak agar diperoleh data dan/atau keterangan yang digunakan dalam pengujian.
Komunikasi tulisan perlu dilatih agar Laporan Hasil Pemeriksaan dapat terbaca dengan jelas
sesuai dengan maksud dan tujuan dan dapat mengkomunikasikan secara tertulis mengenai
pemeriksaan pajak yang telah dilakukan.

Objek penelitian ini adalah Pemeriksa di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur |. Objek
penelitian diambil berdasarkan data yang menunjukkan persentase kemenangan putusan
pengadilan pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur | dari Tahun 2017 sampai dengan 2019
mengalami penurunan dari 68,14% menjadi 39,23%.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Agency theory merupakan hubungan kerjasama antara principal dan agen, dimana
principal memberikan sebagian kewenangan kepada agen untuk melaksanakan tugas sesuai
dengan keinginan principal(Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hal ini yang dimaksud dengan
principal adalah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan agen adalah Wajib
Pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemerintah memberikan kewenangan kepada
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Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, antara lain menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang. Sistem ini dinamakan self assessment
system. Terdapat konflik yang sering terjadi antara pemerintah sebagai principal dan Wajib
pajak sebagai agen dimana pemerintah tidak mengetahui secara pasti apakah Wajib Pajak
telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku, dan adanya asimetri informasi antara pemerintah terhadap Wajib
Pajak. Permasalahan ini muncul ketika agen mulai memiliki minat dan tujuan yang berbeda
dengan principal (Soudijn dan Zhang, 2016). Syahmina dan Suryono (2016) dalam
penelitiannya menyatakan bahwa principal sebagai pihak yang memiliki hak untuk memungut
pajak ingin mengetahui segala informasi aktivitas usaha perusahaan, hal ini dilakukan dengan
meminta laporan pertanggung jawaban agen berupa melaporkan laporan keuangan, tetapi
yang seringkali terjadi adalah agen melakukan tindakan dengan melaporkan laporan keuangan
yang telihat baik, sehingga dapat dianggap telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai
aturan perpajakan yang berlaku. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya
pengawasan yaitu melalui kegiatan pemeriksaan pajak (Peraturan Dirjen Pajak No. 23 Tahun
2013 Tentang Standar Pemeriksaan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa
pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak
atau tujuan lain dalam melaksanakan peraturan undang-undang perpajakan dimana dilakukan
secara objektif dan profesional, melalui serangkaian kegiatan, yaitu menghimpun dan
mengolah data, keterangan, bukti. Terdapat dua jenis pemeriksaan pajak, yaitu pemeriksaan
lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan
di tempat wajib pajak menjalankan usaha sedangkan pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan
yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jangka waktu pengujian pemeriksaan
lapangan adalah paling lama 6 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan
disampaikan kepada wajib pajak, sedangkan jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor
adalah paling lama 4 bulan sejak wajib pajak datang untuk memenuhi panggilan dalam rangka
pemeriksaan kantor yang selanjutnya jangka waktu tersebut dapat diperpanjang lagi paling
lama 2 bulan (PMK, 2015).

Dalam melaksanakan pemeriksaan, kompetensi merupakan salah satu syarat yang
harus dimiliki oleh pemeriksa (Putra dan Murni, 2019). Baik secara individu maupun tim
pemeriksa pajak harus mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki
keterampilan. Perpajakan, akuntansi dan pemeriksaan merupakan dasar pengetahuan yang
harus dimiliki. Selain itu, pemeriksa pajak harus mengetahui tentang lingkungan dan proses
bisnis Wajib Pajak. Pemeriksa pajak harus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan
berkelanjutan seperti pendidikan dan pelatihan, kursus singkat, dan seminar (Peraturan Dirjen
Pajak No. 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pemeriksaan). Dua faktor yang dapat mengukur
kompetensi seorang pemeriksa pajak, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Tingkat
pengetahuan seorang pemeriksa dibutuhkan dalam pemeriksaan untuk dapat dengan mudah
mengindikasi berbagai permasalahan atau temuan (Cahyono dkk., 2015), sedangkan
pengalaman adalah keseluruhan perjalanan yang dipetik oleh seorang pemeriksa pajak dari
peristiwa-peristiwa yang dialami dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pengalaman tersebut dapat
membantu kemampuan prediksi dan deteksi seorang pemeriksa terhadap kecurangan
sehingga pemeriksa dapat mengambil kesimpulan yang tepat (Yendrawati dan Mukti, 2015).
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Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pemeriksaan
menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan, salah satu syarat yang harus dipenuhi
oleh pemeriksa adalah harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan
efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan
merupakan teknik pemeriksaan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi berupa
keterangan-keterangan sedangkan kemampuan berkomunikasi secara tulisan merupakan
kemampuan untuk menyusun catatan tertulis dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
merupakan proses terakhir dalam kegiatan pemeriksaan pajak, di mana laporan ini disusun
sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu ringkas dan jelas yang menyajikan
ruang lingkup, tujuan, simpulan yang didukung oleh temuan bahwa ada atau tidaknya
ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PMK, 2015).

Tekanan waktu merupakan kendala yang dihadapi oleh pemeriksa dalam
melaksanakan pemeriksaan pajak. Hal ini karena adanya batasan waktu yang diberikan kepada
pemeriksa untuk dapat menemukan temuan sebagai bukti laporan pemeriksaan (Pikirang, dkk.
2017). Dimensi tekanan waktu terdiri atas dua, yaitu time budget pressure dan time deadline
pressure. Time budget pressure adalah keadaan di mana pemeriksa dituntut untuk melakukan
efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun (Pikirang, dkk. 2017). Sedangkan time
deadline pressure adalah keadaan dimana pemeriksa diminta untuk menyelesaikan prosedur
pemeriksaan tepat pada waktunya. Time budget pressure dan time deadline pressure telah
menjadi masalah yang serius bagi pemeriksa pajak, banyaknya tekanan membuat pemeriksa
menandatangani opini tanpa mendapatkan bukti temuan tersebut (Christensen, dkk., 2016).
H; : Kompetensi Pemeriksa Pajak berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan
pajak

Kompetensi seorang pemeriksa pajak dinilai penting bagi seorang pemeriksa pajak
yang akan melaksanakan tugasnya. Kompetensi pemeriksa dipengaruhi oleh pengetahuan, dan
pengalaman (Supriyatin dkk., 2019). Khurun In dan Asyik (2019) menjelaskan bahwa
pemeriksa pajak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai maka akan
menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik.

H, . Komunikasi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak

Komunikasi adalah penyampaian pesan melalui saluran tertentu dari satu sumber
berita kepada penerima dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari penerima
(Prabhawa, dkk., 2014).Dalam proses pemeriksaan yang dimulai dari perencanaan penugasan,
pelaksanaan, pengujian hingga pemantauan tindak lanjut, komunikasi sangat diperlukan untuk
memberikan hasil pemeriksaan yang terbaik. Dengan menerapkan keterampilan
berkomunikasi pelaksanaan pemeriksaan akan berjalan dengan efektif di mana pemeriksa
akan mencapai hasil-hasil yang diinginkan (Smith dan Rahmanullah, 2015).

Hs : Tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak

Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak, pemeriksa perlu untuk
mengestimasi waktu yang dibutuhkan dan seringkali waktu yang ditentukan tidak sesuai
dengan pekerjaan yang harus diselesaikan, akibatnya muncul perilaku kontra produktif yang
menyebabkan tidak maksimalnya kinerja pemeriksa sehingga kualitas pemeriksaan menjadi
lebih rendah (Usman dan Modding, 2019).
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Populasi, Sampel, dan Metode Pengumpulan Data

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemeriksa pajak yang
berjumlah 188 orang yang terdaftar dalam Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Teknik
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemeriksa pajak yang telah
memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam melakukan pemeriksaan pajak. Ukuruan sampel
dapat ditentukan dengan rumus slovin (Tejada dan Punzalan, 2012). Rumus slovin dapat

dihitung:
N
T T T ez
_ 188 — 128
~ 1+188(0,05)2
Keterangan:
n :Sampel
N : Populasi

e : Perkiraan tingkat kesalahan

Dengan demikian, minimum jumlah sampel yang digunakan di penelitian ini adalah 128
orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. yang diperoleh
langsung dari pemeriksa pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa
Timur |. Metode pengumpulan data menggunakan survei, dengan membagikan kuesioner
kepada responden via online melalui google form. Kuesioner disebar sebanyak 187 kuesioner,
dengan 159 kuesioner yang kembali dan yang dapat digunakan sebanyak 130 kuesioner. Data
yang dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan software SPSS versi 25. Penelitian ini
akan menguiji tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Pengujian menggunakan
SPSS versi 25 yang dilakukan uji validitas dan reliabilitas, uji koefisien determinan, dan uji
analisis regresi berganda.

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel
independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Analisis regresi berganda dapat
dirumuskan sebagai berikut:

Y=a+B1X1+B2.X2+B3.X3+e

Keterangan:

Y = Kualitas Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak
o] = Konstanta

B1, B2, B3 = Koefisien Regresi

X1 = Kompetensi

X2 = Komunikasi

X3 = Tekanan Waktu

e = Error terms

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN
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Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dan r-tabel untuk
degree of freedom (df)= n — 2, dengan n adalah jumlah sampel, yaitu 130 — 2 = 128, sehingga r-
tabel sebesar 0,1723. lJika r-hitung lebih besar dari 0,1723 dinyatakan instrumen dalam
penelitian ini valid(Ghozali, 2018). Reliabilitas dapat diukur melalui uji statistic cronbach’s
alpha. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel, apabila nilai cronbach’s alpha
>0,70(Ghozali, 2018).

Seluruh butir pernyataan setiap variabel memiliki nilai r hitung lebih besar daripada
nilai r tabel, sehingga seluruh item pernyataan pada variabel kualitas hasil pemeriksaan
dinyatakan valid. Selain itu, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach’s
Alpha lebih besar daripada nilai minimum sebesar 0,70, sehingga instrumen kuesioner pada
variabel kompetensi, komunikasi, tekanan waktu, dan kualitas hasil pemeriksaan dinyatakan
reliabel.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar variabel kompetensi,
komunikasi, dan tekanan waktu dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel kualitas hasil
pemeriksaan. Nilai R-Square dapat diterima apabila lebih dari 0,10 (Falk dan Miller, 1992).
Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,157, artinya variabel kompetensi, komunikasi, dan tekanan
waktu dapat menjelaskan variabel kualitas hasil pemeriksaan sebesar 15,7%. Sisanya sebesar
84,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel
independen terhadap variabel dependen. Regresi linier berganda dilihat dari nilai
signifikansinya. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka dapat dinyatakan tidak terdapat pengaruh
secara signifikan atau Ha ditolak dan jika nilai signifikansi < 0,05, maka dapat dinyatakan
terdapat pengaruh secara signifikan atau Ha diterima(Ghozali, 2018). Hasil pengujian analisis
regresi linier bergandadapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1 Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Koefisien korelasi  Signifikansi Alpha Keputusan
Kompetensi (X;) 0,252 0,045 0,05 H,diterima
Komunikasi (X3) 0,624 0,002 0,05 H,diterima
Tekanan Waktu (X3) 0,006 0,899 0,05 Hiditolak

Sumber: data diolah (2021)

PEMBAHASAN

Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Kompetensi ditemukan berpengaruh secara statistik nilai signifikansi diterima terhadap
kualitas hasil pemeriksaan (H;). Kompetensi merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam
melaksanakan pemeriksaan pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
23 tahun 2013 Tentang Standar Pemeriksaan bahwa kompetensi adalah kualitas yang harus
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dimiliki oleh pemeriksa pajak berupa pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi,
perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Untuk meningkatkan keahliannya pemeriksa pajak juga
diharuskan untuk mengikuti pendidikan non formal yaitu berupa seminar, diklat-diklat, dan
kegiatan lainnya dalam bidang perpajakan. Selain itu, untuk memperoleh informasi dan data
yang dibutuhkan, pemeriksa pajak harus memahami lingkungan, proses bisnis, serta cara
menghadapi wajib pajak.

Dalam teori Agensi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang bertindak
sebagai principal memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak sebagai agen untuk mengelola
kewajiban perpajakannya sendiri dengan peraturan Undang-Undang perpajakan sebagai dasar
penetapannya. Namun, terdapat konflik yang sering terjadi antara pemerintah dengan Wajib
Pajak, di mana pemerintah tidak mengetahui secara pasti apakah Wajib Pajak telah
melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku(Atiqoh dan
Riduwan, 2016). Dengan semakin berkembangnya kompetensi yang dimiliki oleh pemeriksa
pajak, diantaranya pengalaman dan pengetahuan lebih dari 5 tahun dalam menghadapi Wajib
Pajak, dapat memudahkan pemerintah untuk mengatasi konflik yang dihadapi tersebut.
Pemeriksa dapat menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan pajak yang baik karena dalam
proses pelaksanaan pemeriksaan pajak, pemeriksa dapat dengan mudah menghadapi wajib
pajak dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triarini dan Latrini
(2016) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas
pemeriksaan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh pemeriksa dalam melaksanakan
pemeriksaan maka akan meningkatkan kualitas dari hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu,
Putra dan Murni (2019)juga berpendapat bahwa kompetensi seorang pemeriksa pajak
dibutuhkan untuk menilai keadaan entitas dan risiko perusahaan. Dalam prinsip pemeriksaan,
seorang pemeriksa harus kompeten dalam melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan
kualitas pemeriksaan yang baik (Khurun In dan Asyik, 2019). Dengan demikian untuk
meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan pajak, perlu adanya peningkatan terhadap
kompetensi yang dimiliki oleh pemeriksa pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan
penelitian yang dilakukan oleh Susilo dkk. (2018) dan Mulyani dan Purnomo (2019) yang
menyatakan bahwa kompetensi seorang pemeriksa pajak tidak berpengaruh terhadap kualitas
pemeriksaan pajak. Dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa pemeriksa pajak lebih
mengutamakan pentingnya kerjasama tim dibandingkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh
pemeriksa pajak.Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 23 tahun 2013 Tentang
Standar Pemeriksaan, Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jawa Timur | meningkatkan kompetensi dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus dan
seminar di bidang pemeriksaan pajak.

Komunikasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Komunikasi ditemukan berpengaruh secara statistik nilai signifikansi diterima terhadap
kualitas hasil pemeriksaan (H;). Kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif
merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemeriksa pajak saat melakukan pemeriksaan pajak.
Komunikasi yang dibutuhkan tidak hanya secara lisan namun juga secara tulisan (PER DJP No.
23 Tahun 2013 Tentang Standar Pemeriksaan). Dalam PMK No. 184 Tahun 2015 Tentang
Perubahan atas PMK No. 17 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan menjelaskan bahwa
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produk terakhir vyang dihasilkan dari pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah
mengkomunikasikan proses pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam bentuk tulisan, yaitu
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan ini berisi tentang penguraian pelaksanaan
pemeriksaan secara ringkas dan jelas yang sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan dari
pemeriksaan pajak. Dengan adanya kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun
tulisan, dapat membantu pemeriksa pajak untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan
sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan pajak.

Adanya self assessment system yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Jenderal
Pajak menyebabkan pemerintah sebagai principal tidak memiliki informasi yang rinci
mengenai keputusan yang telah diambil oleh Wajib Pajak sebagai Agen dalam menjalankan
kewajiban perpajakannya. Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak
diwajibkan untuk memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan data yang
dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan pajak yang baik. Konflik asimetri
informasi ini dapat menghambat pemeriksa pajak untuk mencapai hasil diinginkan, namun
dengan adanya keterampilan komunikasi yang dimiliki oleh pemeriksa pajak, dapat membantu
konflik asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah dan Wajib Pajak. Keterampilan
berkomunikasi yang jelas dan efektif baik secara lisan maupun tulisan yang dimiliki oleh
pemeriksa pajak dapat membantu proses pengumpulan informasi yang dimiliki Wajib Pajak
dengan lebih rinci sehingga dapat menunjang kinerja pemeriksa dan menghasilkan kualitas
hasil pemeriksaan pajak yang baik(Prabhawa, dkk. 2014).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Rahmanullah (2015)
yang menyatakan bahwa komunikasi dapat membantu pemeriksa untuk melaksanakan
pemeriksaan dengan efisien. Komunikasi dapat membantu pengendalian dan koordinasi tim
pemeriksa, membantu pemeriksa memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, dan
meningkatkan mutu pemeriksaan. Dengan demikian, keterampilan komunikasi yang dimiliki
pemeriksa pajak dapat membantu menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan pajak yang lebih
baik. Pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jawa Timur | diwajibkan untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik secara lisan
dan tulisan untuk meningkatkan hasil kualitas pemeriksaan pajak dengan memperoleh bukti-
bukti yang relevan yang dibutuhkan dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak sesuai
dengan aturan standar pemeriksaan pajak yang berlaku.

Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Tekanan waktu ditemukan secara statistik nilai signifikansiditolak terhadap kualitas
hasil pemeriksaan (Hs).Dalam teori Agensi, konflik kepentingan merupakan masalah yang
terjadi antara pemerintah dan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang menganggap pembayaran pajak
merupakan beban, berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara
melakukan kegiatan manajemen pajak sementara Pemerintah berharap Wajib Pajak
membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya. Pemerintah yang telah
memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak tidak mengetahui secara menyeluruh
keputusan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Untuk mengetahui apakah
Wajib Pajak telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, Pemerintah
melakukan pengawasan melalui pemeriksaan pajak.
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Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemeriksa pajak dalam melaksanakan
pemeriksaan pajak adalah adanya tekanan waktu. Tekanan waktu adalah faktor yang dapat
mengakibatkan munculnya rasa stres terhadap pemeriksa pajak saat menyelesaikan tugasnya
(Syahmina dan Suryono, 2016). Tekanan waktu merupakan keadaan di mana pemeriksa
merasa bahwa adanya ketidaksesuaian antara jumlah waktu yang dialokasikan dengan jumlah
pekerjaan yang harus diselesaikan (Pramudianti dan Setiawan, 2016). Tekanan yang dirasakan
oleh pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak dapat menghambat pemeriksa
untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga tidak dapat menyelesaikan konflik
kepentingan yang terjadi antara pemerintah dan Wajib pajak. Namun, menurut Rizal dan
Liyundira (2016) salah satu tipe saat pemeriksa pajak menghadapi adanya tekanan waktu,
yaitu tipe fungsional dimana pemeriksa pajak akan menggunakan batas waktu yang
ditentukan dengan sebaik-baiknya. Pemeriksa yang dibekali dengan pengalaman kerja lebih
dari 5 tahun, memiliki pengetahuan yang lebih luas, serta telah memahami teknik sampling
dengan baik memudahkan pemeriksa untuk menemukan kecurangan dengan waktu yang lebih
singkat (Pratiwi, dkk., 2019). Dengan demikian konflik kepentingan yang dihadapi pemerintah
dan Wajib Pajak dapat diatasi dan pemeriksa pajak dapat mencapai kualitas hasil pemeriksaan
pajak yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pikirang, dkk (2017)
yang menyatakan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan.
Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail, dkk (2020) yang menyatakan
bahwa tekanan waktu (time budget pressure) berpengaruh negatif terhadap kualitas
pemeriksaan yang dihasilkan, di mana pemeriksa yang mempunyai tekanan dalam
melaksanakan pemeriksaan akan berpengaruh terhadap sikap dan perilakunya, sehingga
menyebabkan kualitas pemeriksaan yang dihasilkan rendah. Pemeriksa pajak yang terdaftar
dalam kelompok fungsional pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur | telah memiliki pengalam kerja sebagai pemeriksa pajak
lebih dari 5 tahun. Pengalaman ini dapat membantu pemeriksa pajak untuk menemukan
kecurangan dalam bidang perpajakan secara singkat. Kecurangan yang ditemukan secara
singkat dapat mempercepat proses pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga adanya tekanan
waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap
kualitas hasil pemeriksaan pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini memiliki implikasi terhadap organisasi dalam hal ini Direktorat Jendral
Pajak. Implikasi tersebut dapat ditunjukan dari fakta temuan bahwa kompetensi dan
komunikasi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan tekanan waktu tidak
berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Berdasarkan temuan tersebut, Direktorat
Jendral Pajak diharapkan dapat selalu meningkatkan kompetensi dan komunikasi pemeriksa
pajak, karena dengan semakin meningkatnya kompetensi dan komunikasi dapat berdampak
pada meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak.

KETERBATASAN
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Penelitian ini memiliki keterbatasan: (1) objek penelitian masih terbatas pada
Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur |, sehingga belum mewakili Direktoran Jenderal
Pajak secara keseluruhan; (2) berdasarkan nilai koefisien determinan sebesar 0,157, yang
artinya variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan kualitas hasil
pemeriksaan sebesar 15,7%; (3) metode penelitian hanya menggunakan pendekatan
kuantitatif.

SARAN

Berdasarkan keterbatasan dapat diambil saran bagi penelitian selanjutnya: (1)
diharapkan dapat menambah objek penelitian untuk penelitian selanjutnya; (2) penelitian
selanjutnya disarankan dapat menambah variabel lainn yang belum digunakan dalam
penelitian ini. Selain itu, karena variabel komunikasi dalam penelitian ini merupakan variabel
yang belum pernah diteliti sebelumnya, untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat
melakukan penelitian lebih lanjut terhadap variabel tersebut; (3) penelitian selanjutnya dapat
menggabungkan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar dapat
menggali lebih dalam lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan pajak.
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